
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peru.bahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) 
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 
tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian 
dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2019; 

BUPATI BATANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 
SETIAP DESA TAHUN 2019 

PERATURAN BUPATI BATANG 
NOMOR l\-'t TAHUN 2018 

TENT ANG 

BUPATI BATANG 
PROVINS! JAWA TENGAH 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pernerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5864); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :- 50 /PMK.07/2017 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 225/PMK.07 /2017 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan 
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970); 

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 
2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
1448); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2018tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 
tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nornor 8 Tahun 2015 
tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8); 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Batang. 

2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan 
yang rnenjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Batang. 

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat 
DISPERMADES adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Batang. 

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat seternpat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Kepala Desa adalah Pejabat pemerintahan desa yang mempunyai 
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rum.ah tangga 
desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah 
daerah. 

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 
Permusyawaratan Desa. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB 
Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

10. Bendahara adalah unsur staf sekretaris desa yang membidangi urusan 
administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. 

11. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa 
atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena 
perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa. 

12. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah 
rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri 
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh 
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank 
sentral. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN 
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 
2019. 

Menetapkan 



13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah 
Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati 
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 
pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan. 

14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening 
tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh 
penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada 
Bank yang ditetapkan. 

15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewajiban Desa tersebut. 

16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan 
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 
pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta 
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, 
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan 
prioritas kebutuhan masyarakat desa. 

18. Alokasi Formula adalah alokasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang 
dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka 
kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa. 

19. Alokasi Afirmasi adalah alokasi sebesar 3% (tiga perseratus) yang dihitung 
dengan memperhatikan desa sangat tertinggal dan desa tertinggal yang 
mempunyai jumlah penduduk miskin tertinggi. 

22. Jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah adalah 
berdasarkan. data dari kementerian atau lembaga yang membidangi. 

23. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah 
indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai 
berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar 
Daerah. 

24. Indek Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut !KG Desa adalah 
angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa 
berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, 
transportasi dan komunikasi. 

25. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah 
kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir 
tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Daerah kepada Desa 
yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan 
menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APB Desa. 

26. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah 
Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang 
memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana 
kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh 
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( 1) Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan 
berdasarkan: 
a. Alokasi Dasar; 
b. Alokasi Afirmasi; dan 
c. Alokasi Formula. 

(2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 
alokasi Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya 
72% (tujuh puluh dua perseratus) dari Dana Desa secara nasional. 

· (3) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
Alokasi Dasar (AD) Per Desa = Pagu Alokasi Dasar Pusat : Jumlah Desa se 
Indonesia penerima Dana Desa = 50,4 T: 74,953 = 672,421 juta. 

(4) Alokasi Afinnasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 
alokasi sebesar 3% (tiga perseratus) yang dihitung dengan memperhatikan 

BAB IV 
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN DANA DESA 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini antara lain: 
a. tata cara penghitungan dan pembagian Dana Desa; 
b. penetapan besaran dana desa; 
c. tata cara dan tahapan penyaluran Dana Desa; 
d. prioritas penggunaan dana desa; 
e. pengelolaan, laporan realisasi dan konsolidasi penggunaan Dana Desa; 
f. pendampingan, pembinaan dan pengawasan; 
g. pemantauan dan evaluasi; dan 
h. penundaan penyaluran Dana Desa. 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam 
pelaksanaan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa. 
Tujuan Dana Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Desa 
guna membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan 
bidang pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa 
dan pemberdayaan masyarakat Desa tahun 2019. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

pernerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi 
masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah. 

'27. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa. 
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( 1) Bupati menetapkan besaran Dana Desa tahun 2019 sebesar 
192.327.469.000,- (seratus sembilan puluh dua milyar tiga ratus dua 
puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk 
239 (dua ratus tiga puluh sembilan) Desa. 

(2) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

BABV 
PENETAPAN BESARAN DANA DESA 

Pasal 5 

= 
22 = 

= 
23 = 

= 
24 = 
AF Kab/Kota = 

= Alokasi Formula setiap Desa 
= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa 

Daerah kabupaten/kota 
rasio jumlah penduduk rniskin setiap Desa terhadap total 
penduduk miskin Desa Daerah kabupaten/kota 
rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah 
Desa Daerah kabupaten/ kota 
rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah kabupaten/kota 
Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota 

AF Desa = {(0,10 x 21) + (0,50 x 22) + (0,15 x 23) + (0,25 x 24)} x AF Kab/Kota 
Keterangan: 
AF Desa 
21 

Desa sangat tertinggal dan Desa tertinggal yang mempunyai jumlah 
penduduk miskin tinggi. 

(5) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
telah ditetapkan Alokasi Afirmasi (AA) untuk Desa tertinggal (DT) dengan 
Jumlah Penduduk Miskin (JPM) Tinggi = 211,289 juta, sedangkan Alokasi 
Afirmasi (AA) untuk Desa Sangat Tertinggal (DST) dengan Jumlah 
Penduduk Miskin (JPM) Tinggi = 422,578 juta, selainnya = 0 (nol). 
Adapun besaran Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dihitung dengan menggunakan rumus sebagi berikut: 
AA Desa = (0,03 x DD) / {(2 x DST)+ (1 x DT)} 

(6) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan 
alokasi sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) yang dihitung dengan 
memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas 
wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa. 

(7) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf c dihitung dengan bobot sebagai berikut: 
a. 10% (sepuluh perseratus) untukjumlah penduduk; 
b. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan; 
c. 15% (lima belas perseratus) untuk luas wilayah; dan 
d. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis. 

(8) Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c 
dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
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Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 ayat ( 1) dilaksanakan dengan: 
(1) Tahapan Pengajuan Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD. 

a. Tahap I: 
1. Kepala Desa membuat Surat Permohonan Pencairan ditujukan 

kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan: 
a. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan; 
b. RKP Desa; 
c. foto copy RKD; 
d. rencana dana pengeluaran Dana Desa 100% (seratus 

perseratus), 20% (dua puluh perseratus), 40% (empat puluh 
perseratus), dan 40% (empat puluh perseratus); 

e. kwitansi penerimaan bermeterai cukup; 
f. rincian RAB dan Desain, masing masing kegiatan; 

Pasal 7 

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari 
RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari 
RKUD ke RKD. 

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling akhir minggu ketiga 

bulan Maret sebesar 20% (dua puluh perseratus); 
b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling akhir minggu keempat 

bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan 
c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh 

perseratus). 
(3) Penyaluran dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada aya.t (1) 

dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima 
di RKUD. 

(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. tahap I Kepala Desa telah menyampaikan peraturan Desa mengenai 

APB Desa; 
b. tahap II Kepala Desa telah menyampaikan laporan realisasi 

penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran 
sebelumnya; dan 

c. tahap III berupa: 
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

sampai dengan tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi 
penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima 
persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit 
sebesar 50% (lima puluh perseratus). 

2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun 
anggaran sebelumnya. 

BAB VI 
TATA CARA DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA 

Pasal 6 



g. foto kegiatan 0% (nol perseratus); 
h. surat pemyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa 

bermeterai cukup; 
1. surat pemyataan kegiatan pelaksanaan Dana Desa sudah 

tercantum dalam APB Desa bermeterai cukup; dan 
J. laporan penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya. 

2. Camat membentuk tim verifikasi yang ditetapkan dengan 
keputusan Camat. 

3. Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 meneliti 
berkas persyaratan, apabila telah lengkap dan benar maka tim 
verifikasi membubuhkan · stempel verifikasi dan paraf serta 
dilampiri Berita Acara Verifikasi. 

4. Camat membuat Surat Pengantar Permohonan Pencairan yang 
ditujukan kepada Bupati melalui Kepala DISPERMADES. 

5. Kepala DISPERMADES membuat surat pengantar permohonan 
pencairan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD. 

b. Tahap II: 
1. Kepaia Desa membuat surat permohonan pencairan kepada Bupati 

melalui Camat, dengan melampirkan: 
a. Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi Pcnggunaan 

Dana Desa tahap I; 
b. foto copy RKD (yang tertera penerimaan besaran Dana Desa 

tahap I); 
c. rencana dana pengeluaran Dana Desa 100% (seratus 

perseratus), 20% (dua puluh perseratus), 40% (empat puluh 
perseratus), dan 40% (empat puluh perseratus); 

d. kwitansi penerimaan bermeterai cukup; 
e. rincian RAB dan Desain, masing masing kegiatan; 
f. foto kegiatan 20% (dua puluh perseratus); 
g. surat pemyataan tanggung jawab Kepala Desa penggunaan 

Dana Desa bermeterai cukup; 
h. surat pemyataan kegiatan pelaksanaan Dana Desa sudah 

tercantum dalam APB Desa bermaterai cukup; dan 
1. laporan realisasi dan konsolidasi penggunaan Dana Desa 

tahap I. 
2. Apabila berkas sudah lengkap dan diverifikasi, Camat membuat 

surat pengantar permohonan pencairan yang ditujukan kepada 
Bupati melalui Kepala DISPERMADES. 

3. Kepala DISPERMADES membuat surat pengantar permohonan 
pencairan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD. 

c. Tahap III : 
1. Kepala Desa membuat surat permohonan pencairan kepada Bupati 

melalui Camat, dengan melampirkan: 
a. laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana 

Desa tahap II; 
b. foto copy RKD (yang tertera penerimaan besaran Dana Desa 

tahap I!); 
c. rencana dana pengeluaran Dana Desa 100% (seratus 

perseratus), 20% (dua puluh perseratus), 40% (empat puluh 
8 
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sumur resapan; 
selokan; 
tempat pembuangan sampah; 
gerobak sampah; 
kendaraan pengangkut sampah; 
mesin pengolah sampah; dan 

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana Desa, meliputi : 
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain: 
a) pembangunan dan/ atau perbaikan rumah sehat untuk fakir 

mi skin; 
b) penerangan lingkungan permukiman; 
c) pedestrian; 
d) drainase; 
e) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama; 
f) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih; 
g) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan; 
h) 
i) 
j) 
k) 
1) 
m) 

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan 
kegiatan berskala lokal Desa bidang: 
a. Pembangunan Desa; dan 
b. Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

(2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

BAB VII 
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 8 

perseratus), dan 40% (empat puluh perseratus); 
d. kwitansi penerimaan bermeterai cukup; 
e. rincian RAB dan Desain, masing masing kegiatan; 
f. foto kegiatan 60% (enam puluh perseratus); 
g. surat pernyataan tanggung jawab Kepala Desa penggunaan 

Dana Desa bermeterai cukup; dan 
h. surat pernyataan kegiatan pelaksanaan Dana Desa sudah 

tercantum dalam APB Desa bermaterai cukup; 
1. laporan realisasi dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap 

II;dan 
J. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun 

angaran sebelumnya. 
2. Apabila berkas sudah lengkap dan diverifikasi, Camat membuat 

surat permohonan pencairan yang ditujukan kepada Bupati 
melalui Kepala DISPERMADES. 

3. Kepala DISPERMADES membuat surat permohonan pencairan 
ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD. 

(2) Format pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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n) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 

2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 
sarana prasarana transportasi, antara lain: 
a) tambatan perahu; 
b) jalan permukiman; 
c) jalan poros Desa; 
d.) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian; 
e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata; 
f) jembatan Desa; 
g) gorong-gorong; 
h) terminal Desa; dan 
i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana energi, antara lain: 
a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 
b) pembangkit listrik tenaga diesel; 
c) pembangkit listrik tenaga matahari; 
d) instalasi biogas; 
e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan 
f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain: 
a) jaringan internet untuk warga Desa; 
b) website Desa; 
c) peralatan pengeras suara (loudspeaker); 
d) telepon umum; 
e) radio Single Side Band (SSB); dan 
f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar: 

1. Pengadaan, pernbangunan, pengembangan dan pemeliharaan 
sarana prasarana kesehatan, antara lain: 
a) jambanisasi; 
b) mandi, cuci, kakus (MCK); 
c) mobiJ /kapal motor untuk ambulance Desa; 
d) alat bantu penyandang disabilitas; 
e) panti rehabilitasi penyandang disabilitas; 
f) balai pengobatan; 
g) pos pelayanan terpadu (posyandu); 
h) pos kesehatan desa (poskesdes)/poliklinik desa (polindes); 
i} pos pembinaan terpadu (posbindu); 
j) reagen rapid tes kid untuk menguji sampel makanan; dan 
k) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: 
a) tam.an bacaan masyarakat; 
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2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan 
pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan 
dan pengembangan produk unggulan desa dan/ atau produk 
unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemuran gabah, 

jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan; 
b) lumbung Desa; 
c) gedung pendingin ( cold storage); dan 
d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang 

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam. 
musyawarah Desa. 

3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau 
produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
a) mesin jahit; 

b) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 
c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

lainnya; 
wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 
taman belajar keagamaan; 
bangunan perpustakaan Desa; 
buku/bahan bacaan; 
balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; 

d) 
e) 
f) 
g) 
h} 
{) sanggar seni; 
j) film dokumenter; 
k) peralatan kesenian; dan 
1) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang 

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dala.m 
musyawarah Desa. 

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana usaha ekonomi Desa, meliputi: 
1. Pengadaan, pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana 

prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan 
usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/ atau 
produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
a) bendungan berskala kecil; 
b) pembangunan atau perbaikan embung; 
c) irigasi Desa; 
d) percetakan Iahan pertanian; 
e) kolam ikan; 
i) kapal penangkap ikan; 
g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan; 
h) tambak garam; 
i) kandang ternak; 
j) mesin pakan ternak; 
k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan 
1) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang 

sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang 
diputuskan dala.m musyawarah Desa. 



produk unggulan desa/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, 
an tara lain: 
a} penggilingan padi; 
b) peraut kelapa; 
c) penepung biji-bijian; 
d) pencacah pakan ternak; 
e) sangrai kopi; 
f) pemotong/ pengiris buah dan sayuran; 
g) pompa air; 
h) traktor mini; dan 
i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan 

Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
7. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 

sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup, antara lain: 
12 

b) peralatan bengkel kendaraan bermotor; 
c) mesin bubut untuk mebeler; dan 
d) sarana prasarana jasa dan industri kecil lainya yang sesuai 

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Des a. 

4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan 
dan pengembangan produk unggulan Desa dan/ atau produk 
unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
a) pasar Desa; 
b) pasar sayur; 
c) pasar hewan; 
d) tempat pelelangan ikan; 
e) toko online; 
f) gedung barang; dan 
g) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai 

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 

5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana Desa Wisata, antara lain: 
a) pondok wisata; 
b} panggung hiburan; 
c} kios cinderamata; 
d} kios warung makan; 
e) wahana permaian anak; 
f) wahana permainan outbound; 
g) taman rekreasi; 
h) tempat penjualan tiket; 
i) rumah penginapan; 
j) angkutan wisata; dan 
k) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang 

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan 
ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan 
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a) pembuatan terasering; 
b) kolam untuk mata air; 
c) plengsengan sungai; 
d) pencegahan abrasi pantai; dan 
e) sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup 

lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan 
dalam musyawarah. 

8. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 
sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam./ atau 
kejadian luar biasa lainnya yang meliputi: 
a) kegiatan tanggap darurat bencana alam.; 
b) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi; 
c) pembangunan gedung pengungsian; 
d) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana 

alam; 
e) rehabilitasi dan rekontruksi lingkungan perumahan yang 

terkena bencana alam; dan 
f) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya 

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah. 

(3) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b meliputi: 
a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar 

meliputi: 
1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain: 

a) Penyediaan air bersih; 
b) Penyediaan kesehatan lingkungan; 
c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit 

seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/ AIDS, 
tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa; 

d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat; 
e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat 

untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah; 
f) kampanye dan promosi hak-hak anak, keterampilan pengasuhan 

anak dan perlindungan Anak; 
g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan; 
h) perawatan kesehatan dan/ a tau pendampingan untuk ibu hamil, 

nifas dan menyusui; 
i) pengobatan untuk lansia; 
j) keluarga berencana; 
k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; 
1) pelatihan kader kesehatan masyarakat; 
m) pelatihan hak-hak anak, keterarnpilan pengasuhan anak dan 

perlindungan anak; 
n) pelatihan pangan yang sehat dan aman; 
o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan am.an; dan 
p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa 

lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan 
dalam musyawarah Desa. 

2. Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (stunting), 
an tara lain: 
a) penyediaan air bersih dan sanitasi; 
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d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain: 
( 1) sis tern informasi Desa; 
(2) koran Desa; 
(3) website Desa; 
(4) radio komunitas; dan 
(5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai 

sesuai 
dalam 

b) pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita; 
c) pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau 

ibu menyusui; 
d) bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan 

berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui; 
e) pengembangan apotik hidup desa dan produk holtikultura 

untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui; 
f) pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan 
g) kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
3. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara 

lain: 
a) bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 
b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan; 
c) penyelenggaraan pelatihan kerja; 
d) penyelengaraan kursus seni budaya; 
e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga; 
f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan. 
g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang 

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

4. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan 
kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia meliputi: 
a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain: 

1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga; 
2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan 
3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai 

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain: 
1) pengelolaan terminal Desa; 
2) pengelolaan tambatan perahu; dan 
3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa yang diputuskan dengan musyawarah 
Desa. 

c. pengembangan energi terbarukan, antara lain: 
1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas; 
2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu; 
3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; 
4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan 
5) pengembangan energi terbarukan lainnya yang 

dengan kewenangan Desa yang diputuskan 
musyawarah Desa. 
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1) pembibitan tanaman pangan; 
2) pembibitan tanaman keras; 
3) pengadaan pupuk; 
4) pembenihan ikan air tawar; 
5) pengelolaan usaha hutan Desa; 
6) pengelolaan usaha hutan sosial; 
7) pengadaan bi bit/ induk temak; 
8) inseminasi buatan; 
9) pengadaan pakan temak; dan 

10) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang 
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

b. Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan 
pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan 
satu Desa satu produk unggulan, antara lain: 

1) tepung tapioka; 
2) kerupuk; 
3) keripik jamur; 
4) keripikjagung; 
5} ikan asin; 
6} abon sapi; 
7) susu sapi; 
8) kopi; 
9) coklat; 

10) karet; dan 
11) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan dipu.tuskan dalam musyawarah Desa. 
c. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada 

kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: 
1) mebeler kayu dan rotan; 
2) alat-alat rumah tangga; 
3) pakaian jadi/konveksi; 
4) kerajinan tangan; 
5) kain tenun; 
6) kain batik; 
7) bengkel kendaraan bermotor; 
8} pedagang di pasar; 
9) pedagang pengepul; dan 

10} pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

a. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan 
dan usaha pertanian yang difokuskan pada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan Desa dan/ atau produk 
unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 

5. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan 
prasarana ekonomi, meliputi: 

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 



d. Pendirian dan pengernbangan Badan Usaha Milik Desa (BUM 
Desa] dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama, 
antara lain: 

1) pendirian BadanUsaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau 
BadanUsaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama; 

2) penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa]' 
dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama; 

3) penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) 
dan/ atau BadanUsaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama; 
dan 

4) kegiatan pengernbangan Badan Usaha Milik Desa (BUM 
Desa) dan/ atau Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) 
Bersama lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam rnusyawarah Desa. 

e. Pengernbangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) 
dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama yang 
difokuskan kepada pernbentukan dan pengembangan produk 
unggulan desa dan / a tau produk unggulan kawasan perdesaan, 
antara lain: 
1) pengelolaan hutan Desa; 
2) pengelolaan hutan adat; 
3) industri air rninum; 
4) industri pariwisata Desa; 
5) industri pengolahan ikan; dan 
6) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan 

Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
f. Pengernbangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) 

dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama yang 
difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain: 
1) pernbangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga; 
2) pengadaan dan penyewaan alat transportasi; 
3) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan 
4) pengadaan atau pernbangunan sarana prasarana lainnya 

yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan 
dengan rnusyawarah Desa. 

g. Pernbentukan dan pengernbangan usaha ekonomi masyarakat 
dan/ a tau koperasi yang difokuskan kepada pernbentukan dan 
pengernbangan produk unggulan Desa dan/atau produk 
unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
1) hutan kemasyarakatan; 
2) hutan tanaman rakyat; 
3) kemitraan kehutanan; 
4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat; 
5) bantuan sarana produk, distribusi dan pemasaran untuk 

usaha ekonomi rnasyarakat; dan 
6) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya 

yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan 
dalam musyawarah Desa. 

h. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TIG) 
untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada pembentukan 
dan pengembangan produk unggulan Desa dan/ atau produk 
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unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
1) sosialisasi Teknologi Tepat Guna (TTG); 
2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/ atau antar 

Desa; 
3) percontohan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk produksi 

pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, 
pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta 
pengembangan jasa dan industri kecil; dan 

4) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 
('ITG) lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam rnusyawarah Desa. 

1. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik 
Desa (BUM Desa) dan usaha ekonomi lainnya yang clifokuskan 
pada pembentukan dan pengembangan produk unggu1an desa 
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
1) penyediaan informasi harga atau informasi pasar; 
2) pameran hasil usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), 

usaha ekonomi masyarakat dan/ atau koperasi; 
3) kerjasama perdagangan antar Desa; 
4) kerjasama perdagangan; dan 
5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dengan musyawarah 
Desa, 

6. Penguatan dan fasilitas masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan 
menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa 
lainnya, meliputi: 
a) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam; 
b) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana 

alarn; 
c) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; 

dan 
d) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan 

analisis kebutuhan dan kondisi Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

7. Pelestarian lingkungan hidup, antara lain: 
a) pembibitan pohon langka; 
b) reboisasi; 
c) rehabilitasi lahan gambut; 
d) pembersihan daerah aliran sungai; 
e) pemeliharaan hutan bakau; 
f) perlindungan terumbu karang; dan 
g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 
8. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa 

yang demokratis dan berkeadilan sosial, meliputi; 
a) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan 

pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh 
Desa, antara lain: 
1. pengembangan sistem informasi Desa; 
2. pengernbangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan 
3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan 
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kondisi Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
b) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa 

secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya 
manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain: 
1. penyusunan arah pengembangan Desa; 
2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan 

Desa yang berkelanjutan; dan 
3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 
c) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan 

prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain: 
1. pendataan potensi dan aset Desa; 
2. penyusunan profil Desa/ data Desa; 
3. penyusunan peta aset Desa; dan 
4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 

d) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada 
kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, 
dan kelompok marginal, antara lain: 
1. sosialisasi penggunaan Dana Desa; 
2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, 

warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; 
3. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga 

disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan 
4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 
e) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam 

pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, 
an tara lain: 
1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa 

berbasis data digital; 
2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka 

untuk publik; 
3. pengembangan sistem inforrnasi Desa; dan 
4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 
f) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan 

Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain: 
1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa tentang 

hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah Desa; 
2. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan 
3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 
g) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan 

dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang 
diselenggarakan di Desa. 

h) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber 
daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung 
Ekonomi Desa yang difokuskan pada pembentukan dan 

18 



Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan tipologi 
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Pasal 10 

(3) Pendayagunaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan dana Desa untuk bidang 
pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) digunakan 
membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan 
kerja. 

(4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan 
kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa. 

(5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim 
pan en. 

(1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 
8 diutamakan membiayai pelaksanaan program padat karya tunai untuk 
menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, 
setengah menganggur keluarga miskin, dan stunting. 

(2) Kegiatan padat karya tunai sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilak:ukan 
secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, 
teknologi dan sumberdaya manusia di Desa. 

Pasal 9 

pengembangan produk unggulan Desa dan/ atau produk 
unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri 

kecil, dan perdagangan; 
2. pelatihan Teknologi Tepat Guna ('ITG); 
3. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa 

sesuai kondisi Desa; dan 
4. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung 

pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa 
dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

i) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dilakukan 
secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain: 
1. pemantau berbasis komunitas; 
2. audit berbasis komunitas; 
3. pengembangan unit pengaduan di Desa; 
4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk 

penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa; 
5. pengembangan kapasitas paralegal Desa; 
6. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk 

pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan 
Desa; dan 

7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 
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( 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian 
Output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati. 

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun 

anggaran sebelumnya; dan 
b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai 

dengan tahap II. 
(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun 

anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan. 

(4) Laporan realisasi dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap 
II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling 
lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan. 

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu 
penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), 
Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada 
Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi 
software. 

Pasal 12 

(1) Pengelolaan Dana Desa terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai 
dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. 

(2) Pengelolaan keuangan Dana Desa menggunakan Aplikasi Sistem 
Keuangan Desa. 

BAB VIII 
PENGELOLAAN, LAPORAN REALISASI DAN KONSOLIDASI 

PENGGUNAAN DANA DESA 
Pasal 11 

Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yakni: 
a. Desa tertinggal dan/ atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan 
kerja dan/ atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi 
terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari 
proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan 
kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa; 

b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang 
bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/ atau 
proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan 
kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan; dan 

c. Desa maju dan/ atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat, yang visioner dengan menjadikan Desa sebagai lumbung 
ekonomi atau kapital rakyat, dimana Desa dapat menghidupi dirinya 
sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu 
mengembangkan potensi atau sumber daya ekonomi atau manusia dan 
kapital Desa secara berkelanjutan. 
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(1) Kepala Desa setiap akhir tahun wajib menyampaikan laporan akhir 
pelaksanaan Dana Desa, yang meliputi: 
a. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana; dan 
b. masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir 

penggunaan Dana Desa. 
(2) Sistematika laporan akhir pelaksanaan penggunaan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 
a. Pendahuluan; 
b. Program Kerja di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan 

masyarakat Desa; 
c. Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa; 
d. Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan 

untuk mengatasi permasalahan tersebut; dan 
e. Penutup. 

(3) Laporan Akhir Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikirim kepada Bupati, c.q. Kepala 
DISPERMADES, dengan tembusan Kepala BPKPAD dan Camat. 

Pasal 14 

untuk melakukan percepatan penyampaian perbaikan laporan dimaksud 
untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi software. 

(1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan 
konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan tembusan 
Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi. 

(2) Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas: 
a. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi 

penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran 
sebelumnya; dan 

b. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi 
penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II. 

(3) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Dana Desa 
diterima di RKUD. 

(4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat 
tanggal 14 Februari tahun anggaran berjalan. 

(5) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat 
tanggal 14 Juni tahun anggaran berjalan. 

(6) Dalam hal terdapat perbaikan laporan setelah batas waktu penyampaian 
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dapat meminta Bupati 

Pasal 13 
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( 1) Bupati membentuk Tim Pemantauan, Pembinaan, Monitoring dan 
Evaluasi atas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi terhadap 
laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi 
penyerapan dan capaian output dana Desa dilakukan untuk mengetahui 
besaran realisasi penyaluran, penyerapan dan capaian output Dana 
Desa. 

(3) Dalam hal realisasi penyaluran Dana Desa kurang dari 75% (tujuh 
puluh lima perseratus) serta capaian output kurang dari 50% (lima 
puluh perseratus) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 
selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) penyaluran Dana Alokasi 
Khusus (OAK) Fisik dan Dana Desa dapat meminta konfirmasi dan 
klarifikasi kepada Bupati. 

(4) Pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa dilakukan oleh aparat 
pengawas intern pemerintah (APIP). 

BABX 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 16 

(1) Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai kebutuhan. 
(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam 

proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. 
(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 

DISPERMADES dan dibantu oleh tenaga pendamping profesional, Kader 
Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

(4) Pembinaan dan pengawasan Dana Desa oleh Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Daerah, meliputi: 
a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan dana desa; 
b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana 

Desa; 
c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana 

Desa; dan 
d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan 

pengelolaan dan penggunaan Dana Desa. 
(5) Pembinaan dan pengawasan Dana Desa oleh Camat meliputi: 

a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; 
b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait 

penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan 
c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa. 

BAB IX 
PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 15 

(4) Laporan Akhir Pelaksanaan Penggunaan dan konsolidasi Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Camat. 



23 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang 
Nomor 61 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian 
Setiap Desa dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2018 ( Berita 
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 61) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 35 
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 
61 Tahun 201 7 ten tang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Setiap 
Desa dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah 
Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

( 1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal: 
a. Kepala Desa tidak menyampaikan permohonan pengajuan pencairan 

Dana Desa beserta lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 
ayat (1); 

b. Kepala Desa tidak menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dan 
konsolidasi Dana Desa; 

c. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih 
dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/ atau 

d. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh Aparat Pengawas 
Intern Pemerintah (APIP). 

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun 
anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya. 

(3) Dalam hal sisa dana di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar 
dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran 
Dana Desa tahap II tidak dilakukan. 

(4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran 
berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih 
lebih besar dari 30 % (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa 
yang ditunda sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak disalurkan dan 
menjadi sisa Dana Desa di RKUD. 

BAB XI 
PENUNDAAN PENYALURAN DANA DESA 

Pasal 17 
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/ 

NASIKHIN 
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ~I~ NOMOR C .. f.f 

Diundangkan di Batang 
pada tanggal t 4 Ots.e.tv1 bev- '20\& 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, 

~~ 

WIHAJI 

Ditetapkan di Batang 
pada tanggal l Y D.e~t.C\1b€r ::ZOI~ 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang. 

Pasal 19 
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Tembusan Kepada Yth.: 
1. Bank Jateng Cabang Batang 
2. Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing. 

Pangkat/Gol . 
NIP . 

................................. 

Kepala Desa . 
Stempel & ttd 

Demikian untuk menjadikan periksa dan auna seoerlunya. 

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan berkas Permohonan Pencairan 
Dana Desa Tahap I sebesar Rp. ( dengan huruf. .. ), untuk ditransfer ke 
rekening desa pada Bank Jateng Cabang Batang. Dengan lampiran sebagai berikut : 
1. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan ; 

2. RKP Desa; 
3. APBDesa Tahun berjalan; 

4. Foto Copy ROD; 
5. Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 20%, 40 % dan 40%; 

6. Kwitansi Penerimaan, bermeterai cukup; 

7. Rincian RAB dan Design Tahap I, masing-masing kegiatan; 

8. Foto kegiatan 0%; 
9. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap I 

bermeterai Rp. 6000,-; 
10. Laporan Penggunaan Dana Desa Tahun sebelumnya. 

Dasar: 
Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun 2019; 

Kepada: 
Yth. Bupati Batang 
c.q. Camat . 
di 

900/ . 
....... bendel 
Permohonan Pencairan 
Dana Desa 
Tahap I Tahun 2019. 

................ , 2019 

Nomor 
Lampiran 
Peri ha I 

Alam at : Telp . 
DESA . 

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG 
KECAMATAN . 

LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI BATANG 
NOMOR TAHUN 2018 
TENTANG 
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2019 

FORMAT PENGAJUAN DANA DESA 

A PENGANTAR DESA (TAHAP I) 

Ii 
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Tembusan Kepada Yth. : 
1. Bank Jateng Cabang Batang 
2. Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing. 

Pangkat/Gol . 
NIP . 

................................. 

Kepala Desa . 
Stempel & ttd 

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya. 

1. Laporan Realisasi Penyaluran Pencairan dan Konsolidasi Penggunaan Dana 
Desa Ta hap I; 

2. Foto copy RKD {yang tertera penerimaan besaran Dana Desa Tahap I); 
3. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa 100 %, 20 %, 40 % dan 40%; 
4. Kwitansi penerimaan, bermeterai Rp. 6.000,- 
5. Surat Pemyataan Tanggung jawab Kepala Desa penggunaan Dana Desa Tahap 

II, bermeterai Rp. 6.000,- 
6. Surat Pernyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam 

APBDesa, bermeterai Rp. 6.000,- 

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan berkas Permohonan Pencairan 
Dana Desa Tahap II sebesar Rp. ( dengan huruf ), untuk ditransfer ke 
rekening desa pada Bank Jateng Cabang Batang. Dengan lampiran sebagai berikut : 

Dasar: 
Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Rincian Dana Desa Tahun setiap Desa 2019; 

Kepada: 
Yth.Bupati Batang 
c.q. Camat.. . 
di 

900/ . 
........ bendel 
Permohonan Pencairan 
Dana Desa 
Tahap II Tahun 2019. 

................ , 2019 

Nomor 
Lampi ran 
Perihal 

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG 
KECAMATAN . 

DESA .. 
Alam at : Telp . 

B. PENGANTAR DESA (TAHAP II) 
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Tembusan Kepada Yth. : 
1. Bank Jateng Cabang Batang 
2. Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing. 

Pangkat/Gol . 
NIP . 

.................................. 

Kepala Desa . 
Stempel & ttd 

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya. 

2. Laporan Realisasi Penyaluran Pencairan dan Konsolidasi Penggunaan Dana 
Desa Tahap II; 

1. Foto copy RKD( yang tertera penerimaan besaran Dana Desa Tahap II); 
2. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa 100 %, 20 %, 40 % dan 40%; 
3. Kwitansi penerimaan, bermeterai Rp. 6.000,- 
4. Surat Pemyataan Tanggung jawab Kepala Desa penggunaan Dana Desa Tahap 

Ill, bermeterai Rp. 6.000,- 
5. Surat Pemyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam 

APBDesa, bermeterai Rp. 6.000,- 

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan berkas Permohonan Pencairan 
Dana Desa Tahap II sebesar Rp. ( dengan huruf. .. }, untuk ditransfer ke 
rekening desa pada Bank Jateng Cabang Batang. Dengan lampiran sebagai berikut : 

Dasar: 
Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun 2019; 

................ , 2019 

Kepada: 
Yth.Bupati Batang 
c.q. Camat.. . 
di 

900/ . 
........ bendel 
Permohonan Pencairan 
Dana Desa 
Tahap Ill Tahun 2019. 

Nomor 
Lampi ran 
Perihal 

Alam at : Telp . 
DESA . 

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG 
KECAMATAN . 

C. PENGANTAR DESA (TAHAP III) 
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Tembusan Kepada Yth.: 
1. Bank Jateng Cabang Batang 
2. Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing. 

Pangkat/Gol . 
NIP . 

································ 

Camat . 
Stempel & ttd 

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya. 

1. Peraturan Oesa tentang APBDesa tahun berjalan ; 
2. RKP Desa; 
3. APBDesa Tahun berjalan; 
4. Foto Copy ROD; 
5. Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 20%, 40% dan 40%; 
6. Kwitansi Penerimaan, bermeterai cukup; 
7. Rincian RAB dan Design Tahap I, masing-masing kegiatan; 
8. Foto kegiatan 0%; 
9. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap I bermeterai 

Rp. 6000,-; 
10. Laporan Penggunaan Dana Desa Tahun sebelumnya. 
Kami telah melakukan verifikasi terhadap kelayakan pemberian Bantuan Dana Desa 
(DD) yang kami ajukan. 

Dengan lampiran sebagai berikut : 
JUMLAH 

JUMLAH NOMOR REKENING DESA 

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan berkas Permohonan Pencairan 
Dana Desa Tahap I sebanyak desa di Kecamatan sebesar 
Rp ( dengan huruf...), untuk ditransfer ke masing-masing rekening desa 
pada Bank Jateng Cabang Batang dengan perincian sebagai berikut : 

Dasar: 
Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun 19; 

BATANG 

................ , 2019 
Kepada: 
Yth. Bupati Batang 
c.q. Ka. Dispermades Kab. Batang 
di 

900 I ........ 
.......... bendel 
Permohonan Pencairan 
Dana Desa 
Tahap I Tahun 2019. 

Nomor 
Lampi ran 
Peri ha I 

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG 
KECAMATAN . 

Ala mat : T elp . 

D. PENGANTAR KECAMATAN (TAHAP I) 
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Tembusan Kepada Yth. : 
1. Bank Jateng 
2. 

Pangkat/Gol . 
NIP . 

................................. 

Camat . 
Stempel & ttd 

Demikian untuk meniadikan oeriksa dan auna seperlunya. 

Kami telah melakukan verifikasi terhadap kelayakan pemberian Bantuan Dana Desa 
(DD) yang kami ajukan. 

Dengan lampiran sebagai berikut : 
1. Laporan Realisasi Penyaluran Pencairan dan Konsolidasi Penggunaan Dana 

Desa Tahap I; 
3. Foto copy RKD( yang tertera penerimaan besaran Dana Desa Tahap I); 
4. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 20%, 40% dan 40%; 
5. Kwitansi penerimaan, bermeterai Rp. 6.000,- 
6. Surat Pemyataan Tanggung jawab Kepala Desa penggunaan Dana Desa Tahap 

II, bermeterai Rp. 6.000,- 
7. Surat Pemyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam 

APBDesa, bermeterai Rp. 6.000,- 

NO DESA NOMOR REKENING JUMLAH 

JUMLAH 

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan berkas Permohonan Pencairan 
Dana Desa Tahap II sebanyak desa di Kecamatan sebesar 
Rp ( dengan huruf...), untuk ditransfer ke masing-masing rekening desa 
pada Bank Jateng Cabang Batang dengan perincian sebagai berikut : 

Dasar: 
Peraturan Bupati Batang Nomor 00 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, 
Penetapan Rincian setiap Desa dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2019; 

BATANG 

................ , 2019 

Kepada: 
Yth.Bupati Batang 
c.q. Ka. Dispermades Kab. Batang 
di 

900/ . 
.......... bendel 
Permohonan Pencairan 
Dana Desa 
Tahap II Tahun 2019. 

Nomor 
Lampi ran 
Perihal 

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG 
KECAMATAN . 

Alam at : Telp . 

PENGANTAR KECAMATAN (TAHAP II) 

Cabang Batang
Disesuaikan dengan desa dan keamanan masing-masing.
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Tembusan Kepada Yth. : 
1. Bank Jateng Cabang Batang 
2. Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing. 

Pangkat/Gol . 
NIP . 

...................................... 

Camat . 
Stempel & ttd 

Kami telah melakukan verifikasi terhadap kelayakan pemberian Bantuan Dana Desa 
(DD) yang kami ajukan. 

Dengan lampiran sebagai berikut : 
1. Laporan Realisasi Penyaluran Pencairan dan Konsolidasi Penggunaan Dana 

Desa Tahap II; 
8. Foto copy RKD( yang tertera penerimaan besaran Dana Desa Tahap II); 
9. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 20%, 40% dan 40%; 
10. Kwitansi penerimaan, bermeterai Rp. 6.000,- 
11. Surat Pemyataan Tanggung jawab Kepala Desa penggunaan Dana Desa Tahap 

Ill, bermeterai Rp. 6.000,- 
12. Surat Pernyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam 

APBDesa, bermeterai Rp. 6.000,- 

NO DESA NOMOR REKENING JUMLAH 

JUMLAH 

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan berkas Permohonan Pencairan 
Dana Desa Tahap Ill sebanyak desa di Kecamatan sebesar 
Rp ( dengan huruf...), untuk ditransfer ke masing-masing rekening desa 
pada Bank Jateng Cabang Batang dengan perincian sebagai berikut : 

Dasar: 
Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun 2019; 

BAT ANG 

................ , 2019 

Kepada: 
Yth.Bupati Batang 
c.q. Ka. Dispermades Kab. Batang 
di 

900 I ........ 
.......... bendel 
Permohonan Pencairan 
Dana Desa 
Tahap Ill Tahun 2019. 

Nomor 
Lampi ran 
Perihal 

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG 
KECAMATAN .. 

Ala mat : T elp . 

E. PENGANTAR KECAMATAN (TAHAP III) 

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.
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Keterangan Kepada Yth.: 
1. Tahap disesuaikan pengajuan; 
2. Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing. 

(Nama terang) (Nama terang) 
································ ··································· 

ttd 
Meterai Rp 6.000 

stempel & ttd 

Bendahara Desa Kepala Desa . 

Yang menerima : 

Desa 2019 

(----- dengan huruf ---) 

Dana Desa Ta hap 1/11/111, Desa . 
Kecamatan , Kab. Batang Tahun 2019. 

Untuk Keperluan 

Terbilang 

Rp . Uang sebanyak 

Pemerintah Kabupaten Batang/PPKD T elah terima dari 

KU IT ANSI 

DANA DESA 
TAHUN ANGGARAN 2019 

F. KUITANSI 
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..•.......••••..•• 

. , 2019 
Kepala Desa 

manapun; 
3. tidak terjadi duplikasi anggaran (kegiatan tersebut belum pemah dan tidak 

sedang dibiayai oleh sumber pembiayaan yang lain serta bantuan tidak akan 
digunakan sebagai biaya pengganti kegiatan lain; 

4. Menyediakan swadaya masyarakat dan mengajak partisipasi masyarakat 
dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan; 

5. Membuat laporan pertanggungjawaban, disampaikan kepada Bupati Batang 
cq. Dispermades Kab. Batang setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan 
atau paling lambat 3 (tiga) bulan sejak bantuan diterima. 

Demikian pemyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan 
tanggungjawab. 

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya: 
Nama 
Jabatan 
Alamat 
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa bantuan keuangan kepada 
Pemerintahan Desa dari Dana Desa (DD) Tahun 2019 Tahap (l/11/111) sebesar 
Rp (-----dengan huruf-----) kami sanggup untuk: 

1. bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan 
keuangan dimaksud dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan RAB 
(tertuang dalam proposal); 

2. penggunaan anggaran bersifat transparan, tertib administrasi, tepat 
sasaran, tepat waktu dan tepat mutu serta tidak ada pungutan dari pihak 

SURAT PERNYATAAN 
TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA 

KANTOR DESA ..........•. 
Alamat : Telp . 

KECAMATAN . 
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG 

G. FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA 
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Tembusan Kepada Yth.: 
1. Bank Jateng Cabang Batang; 
2. Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing. 

Pangkat/Gol . 
NIP . 

................................ 

Stempel & ttd 

Kepala Desa . 

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya. 

NO Uraian Kegiatan Volume Lokasi Jumlah 
1 2 3 4 5 

1. Pengaspalan Jalan 200m Dukuh ..... Rp. 150.000.000 
2. 
3. 
4. 
5. dst 

Jumlah Rp. 150.000.000 

DAFTAR RENCANA DANA PENGELUARAN DANA DESA 

Alamat : Telp . 
I>~I\. ••••••••••••••••• 

KECAMATAN . 
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG 

H. RENCANA DANA PENGELUARAN DANA DESA 
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Tembusan Kepada Yth.: 
1. Bupati Batang; 
2. Arsip. 

Pangkat/Gol . 
NIP . 

................................ 

Camat . 
Stempel & ttd 

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya. 

No. BERKAS PERMOHONAN KETERANGAN 
1. Surat Permohonan Pencairan Memenuhi persyaratan 

Dana Desa Tahap I/II/III ( ... %) 
Tahun ...... dari Kepala Desa. 

2. 
3. dst 

Pada hari ini.. tanggal bulan tahun telah melakukan 
verifikasi persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan dana desa tahap 
I/II/III ( %) tahun 2019 sebesar Rp. (-----terbilang-----) Desa . 
Kecamatan dengan kesimpulan hasil verifikasi bahwa permohonan 
pencairan Dana Desa Tahun 2019 tahap I/II/III sebesar ( %) Desa . 
Kecamatan telah memenuhi persyaratan. 

Adapun berkas persyaratan permohonan dimaksud masing - masing 
se bagai berikut : 

. . . 

2. NAMA 
NIP 
JABATAN 

1. NAMA 
NIP 
JABATAN 

BERITA ACARA 
VERIFIKASI PERSYARATAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN 

PENCAIRAN DANA DESA TAHAP I/II TAHUN 2019 
DESA KECAMATAN . 

NOMOR : . 
Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Tim Pendamping Dana Desa 

Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Batang Nomor 
........................ tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan 
Pengelolaan Dana Desa Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2019. 

m • PEM~~=~~~~-~TANG 
Alamat : Telp . 

I. BERITA ACARA VERIFIKASI CAMAT 
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Petunjuk pengisian: 
1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa. 
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa. 
3. Kolom 1 dengan nomor urut. 
4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan. 
5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan. 
6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya. 
7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar. 
8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini. 
9. Kolom 7 disi dengan sisa anggaran. 

Telah dibayar lunas 
Bendahara 

Setujui untuk dibayarkan 
Kepala Desa, 

Pelaksana Kegiatan Telah dilakukan verifikasi 
Sekretaris Desa 

................. , tanggal . 

NO. URAIAN PAGU PENCAIRAN PERMINTAAN JUMLAH SISA 
ANGGARAN S.D. YG SEKARANG SAMPAI DANA 

LALU SAAT INI 
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Ro.) 

JUMLAH 

Rincian Pendanaan 

1. Bidang 
2. Kegiatan 
3. Waktu Pelaksanaan 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP) 

DESA KECAMATAN . 
TAHUN ANGGARAN .. 

J. SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 
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Cara pengisian : 
1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa. 
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutari kegiatan dalam APBDesa. 
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut 
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan. dalam kegiatan. 
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/ barang. 
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar 

orang/ barang 
7. kolom 5 diisi denganjumlahperkalian antara kolom 3 dengan kolom 4. 

Pelaksana Kegiatan Disetujui/ mengesahkan 
Kepala Desa, 

................. , tanggal . 

NO. URAIAN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH 
(Ro.} (Rp.} 

1 2 3 4 5 
I. Belanja Barang dan Jasa 
1. Honor Tim Pelaksana Keziatan 

- Penanggungiawab 
- Ketua 
- Sekretaris 
- Ane:e:ota3 orang 
Jumlah 1 

2. Upah Tenaga Keria 
- Tukang 
- Pembantu Tukang 
Jumlah 2 

3. ATK 
- HVS 
- Fotocoov 
- Materai 
Jumlah 3 

4. Papan Provek 
5. Prasasti 

Jumlah Belanfa Barang dan Jaaa n. Belanfa Modal 
1. ......... 

Jumlah Belanfa Modal 
JUMLAH KESELURUHAN (Rp.) 

:PXLXT 
: Rp . 

: Pelaksanaan Pembangunan Desa 
: Jalan Pemukiman / Betonisasi Dk. Rt Rw . 

1. Bidang 
2. Kegiatan 
3. Waktu Pelaksanaan 
4. Volume 
5. Rincian Pendanaan 

K. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) 
RENCANA ANGGARAN BIAYA 

DESA KECAMATAN . 
TAHUN ANGGARAN . 
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WIHAJI 

Disetujui oleh : 
KEPALA DESA . BENDAHARA DESA .. 

KODE NOMORDAN JUMLAH JUMLAH 
REKENING URAIAN 

TANGGAL BUKTI PENERIMAAN PENGELUAR 
SALDO KET PENYALURAN (DE BET) AN (KREDIT) 

Rp Rp Rp 

1 2 3 4 5 6=(4-5) 7 

1 PENDAPATAN 
1.2. Pendapatan Transfer 
1.2.1 Dana Desa 

» T ahap Pertama 
» Tahap Kedua 

2 BELANJA BANTUAN KE DESA 
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerlntahan 
2, 1.1 Kegiatan ..................... 
2.1.2 Kegiatan ..................... 
2.1.3 dst .......................... 
21 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Cesa 
2.2.1 Pengaspalan Jalan Desa 
2.2.2 Perbaikan Saluran lrigasi 
2.2.3 dst ............ 
2.3 Bldang Pemberdayaan Masyarakat 
2.3.1 Kegiatan ..................... 
2.3.2 Kegiatan ..................... 
2.3.3 dst .......................... 
2.4 Bldang Pemblnaan Kemasyarakatan 
2.4.1 Kegiatan ..................... 
2.4.2 Kegiatan ..................... 
2.4.3 dst .......................... 

JUMLAH 

Pagu Desa: Rp. 

LAPORAN REALISASI PENYALURAN DAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA 
TAHAP TAHUN ANGGARAN 2019 

PEMERINTAH DESA .. 
KECAMATAN KABUPATEN BATANG 

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG 
KECAMATAN . 

DESA . 
Alamat : Telp . 

L. LAPORAN REALISASI PENY ALURAN DAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA 
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